BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR £ 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 204 TAHUN 201¢ TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
NJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DAN BELA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1

BUPATI CILACAP,

¢ a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Namor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Dacrah dan Surat Kepala Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Angk Kabupaten Cilacap Nomor : 050/408/26 tanggal
17 Maret 2020 perihal Permohonan Revisi Penerima Bansos
2020, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019
tentang Penjabsran  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 scbagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020,
periu untuk diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilecap
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2020,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19350 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah ({Beritz Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Takun 2004 Noinor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



S,

10.

11,

12,

13.

14.

Undang-Undzang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor
4400);

Unda’ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tantang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
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. Peraturan Pemerintah  Nomor B8 Tahun 2006

'tlfnlang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5¢
lfachun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrnhj
(”gﬂ?rarat:) ll\:ogam Republik Indonesia Tahun 2010 Nor:u'l'
, Tam ¢ - i '
Sl ahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomos
Pelaporan  Kcuangan dan  Kinerj ) erintg
erja  Instansi  Pemerintat

(!.emparan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo: ;’;l
"lﬁmba_han Lembgran Negara Republik Indonesia Nomor 401.;;'
craturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang llibah'
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Nege -
Nomor 5272); n Negara Republik [ndonesia

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

g«;mblsaan dan Pengawasan Pcnyc'lcnggaraan' Pemerintahan
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
:gﬁg: gg‘; 1'}"ambahsm Lembaran Negara Republik [ndonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kcuangfm Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Pcrwakul‘an Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178];

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 rentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 57 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Cilacap Nomor 167);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011
tentang  Pengelolaan Sampah dan Retribusi  Pelayanan
l’erbampulmn/chcrsihﬂn di Kabupaten Cilacap !Lcmburun
Doerah Kabupaterl Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambuhan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59), 5
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tata Pelayanan dan Retribust Pelayanan hcs‘chalan
Pada Unit Peluksana Teknis Pusat Keschatan Masvarakat d'u;\
Unit  Pelaksana Teknis Laboratorium l\'mchamn D.w:r-dl
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomaor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 62);
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Peraturan chrah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011
tentang  Retribusy Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 60) N
Peraturan Da_crah Kabupaten. Cilacap Nomor 12 Tahun ;.!012
lérlltang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
NLEmC:rp l(;.cxf'{baran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 201 |
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 67);
Peraturan D?"a_h Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012
lt'_mang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 71);
Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 72);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 73);
Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 74);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 75);
Peraturan Daecrah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 77);
Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 78); 2oy
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79),
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012
tentang  Retribusi Tempat Rekreasi d.un ()luhmg.u ch
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Cilacap Nomor 80),



37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomaor 81,

38. Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daecrah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8.
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 1549);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 20149
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 204 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN
2020,
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun Anggaran 2020 (Berita Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 204)

vang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap :

a.  Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 41);

b.  Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 43);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanju Dacrah Tahun Anggaran 2020 terdir: atas -
1) Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah
a) Semula Rp. 617.977.383.281,-
b) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Penyempurnaan Rp 617.977.383.281 .-
b, Dana Perimbangan
a] Semula Rp. 1.996.103.673.000,-
b) Bertambah Rp. 0,-
Jumliah Dana Penmbangan
setelah Penyempurnaan Rp 1.996,103.673.000,-
c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

a) Semula Rp. 774.510 326,000,

b) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Lain-lain Pendapaian Daerah Yang

Sah setelah Penyempurnian Rp. 774,510,326 000,

Jumlah Pendapatan Rp. 3.388.591 382 281 .-



2) Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

a)

b)

d)

g)

a)
b)

Belanja Pegawai
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

1.277.140,564.892 -
0,-

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Penvempurnaan
Belanja Subsidi

1) Semula Rp.

2] Bertambah Rp.

400.000.000,-

0,-

Rp.1.277.140.564,892 -

Jumlah Belanja Subsidi
setelah Penyempurnaan
Belanja Hibah

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

49.428.931.000,-

150.000.000,-

Rp. 400.000.000,-

Jumlah Belanja Hibah

sctelah Penyempurnaan

Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 7.346.228.000,-
2) Berkurang (Rp. 150.000,000,-

Rp. 49.578.931.000,-

)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Penyempurnaan
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi /Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

24.408.140.000,-
Q,-

Rp.  7.196.228.000,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil
Provinsi /Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa
Penyempurnaan

Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/
dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

kepada
dan
setelah

Kota

476.421.835.300,-
0,-

Rp.

24.408.140.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah
Penyempurnaan
Belanja Tidak
Terduga

1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.

3.754.306.000,-
0,-

Rp. 476.421.835.300,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga sectelah

Penyempurnaan

Belanja Langsung

Rp.  3.754.306.000,-

Semula Rp. 1.745.697.738.810,-
Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja  Langsung setelah
Penyempurnaan

Jumlah Belanja

Defisit

Rp. 1.745.697,738.810,-

Rp.3.584.597.744.002,-
(Rp.

196.006.361.721,-)



3) Pembiayaan
a. Penerimsan

1) Semula Rp 217.434 292 721 .-
2) Bertambah Rp 0,
Jumlah Penerimaan
sctelah Penyempurnann Rp. 217.434 202 72|
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 25.589,000.000,
2) Bertambah Ryp. 0,
Jumlah Pengeluaran ¥
setelah Penyempurnaan Kp 22289 000 000
Jumlah Pembiavaan Netto Rp. 191.845.292.72]
Sisa kurang pembiavaan  anggaran tahun
berkenaan (Rp 4.161.069.000,-)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimsksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada Lampiran I dan 1l Feraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan .mngundangan Peraturan
Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.




